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PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 01 TAHUN 2010 
TENTANG 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG LAYANAN TERPADU  

BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  :   a. bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan 
atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat 
manusia; 

b. bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan 
yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu 
mendapatkan perlindungan; 

c. bahwa perempuan dan anak yang mengalami kekerasan 
belum mendapatkan pelayanan yang memadai sehingga 
diperlukan pelayanan minimal yang dibutuhkan;  
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  d. bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan 
untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan 
antara lain Undang-Undang Penghapusan Kekerasan 
dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang 
Pornografi dan peraturan pelaksanaannya mengamanatkan 
perlu standar pelayanan minimal bagi perempuan dan anak 
yang menjadi korban kekerasan; 

  e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, huruf, b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan 
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan 
Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 

Mengingat    :  1.   Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan 
Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3882); 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4419); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
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Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); 

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4720); 

7.  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4928); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Repubilk 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  5063); 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang 
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604); 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi 
dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4818); 

 15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet 
Indonesia Bersatu II. 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN 
MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI 
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN  

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah tolok 

ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan 
pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi 
sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi 
sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.  

2. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau 
tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan 
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bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan 
seseorang. 

3. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan 
perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat 
kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau 
psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau 
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di 
ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. 

4. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang 
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, 
seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang 
mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.  

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

6. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya 
tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, 
keluarga atau masyarakat.  

7. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek  promotif, preventif, 
kuratif dan rehabilitatif. 

8. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan 
mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial 
agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 

9. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh 
negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. 

10. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum 
dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban 
kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.  
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